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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas pada pemilu 2024. Karena keberadaan politik identitas menjadi isu negatif hingga sekarang. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang dapat memecah persatuan masyarakat dan mengalihkan kepentingan publik seperti ekonomi, pendidikan, hukum dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui  peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024, di mana jawaban penelitian ini membutuhkan kajian dan analisis yang relevansinya dengan metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah review jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi isi, di mana peneliti menelaah setiap sumber data yang diambil dan menganalisis korelasi dengan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama mempunyai peran dalam mencegah politik identitas. Karena tokoh agama mempunyai modal sosial.  Pertama, memiliki kharisma dan kekuatan personal di masyarakat. Kedua, memiliki jamaah sebagai tempat berbagi informasi dan pengetahuan. Ketiga, landasan spiritual, moral dan etika. Sehingga dapat menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat.

Kata kunci: politik identitas, tokoh agama, dan pemilu 2024

Abstract

This study aims to determine the role of religious figures in efforts to prevent the practice of identity politics in the 2024 election. Because the existence of identity politics has become a negative issue until now. This is inseparable from its existence can break the unity of society and divert public interests such as economy, education, law and others. The method used a qualitative method based on the purpose of the study, where the answer to this research requires study and analysis whose relevance is to qualitative methods. The data collection is a review of journals, books, laws, regulations and other sources. Data analysis is carried out using content trianggulation, where researchers examine each data source taken and analyze the correlation with the study. So as to get objective and valid results. The results showed that religious figures have a role to play in preventing identity politics. Because religious leaders have social capital.  First, have charisma and personal strength in society. Second, having pilgrims as a place to share information and knowledge. Third, spiritual, moral and ethical foundations. So as to create social harmonization in society.
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Pendahuluan

Politik identitas menjadi isu negatif dalam pemilihan umum (PEMILU) 2024. Hal ini tidak lepas keberadaannya yang dapat memecah persatuan masyarakat Indonesia dan mengalihkan kepentingan publik seperti ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Keberagaman masyarakat yang seharusnya menjadi kekuatan justru menjadi perpecahan akibat praktik politik identitas ini yang sifatnya sementara, namun dampaknya dapat berakibat panjang. 

Menurut Herdiansah (2017) bahwa politisasi identitas berpotensi mengalihkan persoalan politik substansial seperti program pemerintah dan kepentingan publik. Pada bidang ekonomi, kegaduhan politik yang melibatkan massa akan mengurangi kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pertentangan politik berdasarkan identitas dapat merusak modal sosial dan menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan pencapaian terbaiknya.

Idealnya pesta demokrasi dapat menjadi ajang dalam adu gagasan untuk memecahkan persoalan yang belum terselesaikan dalam ekonomi, politik, hukum atau bidang lainnya. Sehingga masyarakat dapat tercerahkan dan teredukasi dari adu gagasan tersebut, dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan di masyarakat.

Ketua badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soal menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI. Selain itu ada kelalaian atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikoIogi massa serta terakhir faktor media mainstream dan media sosial (Gloria, 2022).

Salah satu upaya dalam mencegah praktik politik identitas pada pemilu 2024 adalah melalui peran tokoh agama, karena tokoh agama menjadi panutan di masyarakat yang mempunyai ilmu dan wibawa. Menurut Webber bahwa tokoh agama sebagai pemimpin kharismatik yang memiliki kekuatan personal (Adi Pradana, 2020). 

Penelitian politik identitas yang telah dilakukan sebelumnya terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, tentang keberadaan politik identitas di Indonesia, seperti fenomena politik identitas dalam pemilu di Indonesia (Said, 2023). Kedua tentang pengaruh politik identitas dalam demokrasi, ada yang berdampak positif, seperti Keniscayaan Politik Identitas Dari Suatu Bangsa dan Agama (Zahrotunnimah, 2020), Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia (Sastra Wingarta, Helmy, Hartono, Mertadana, & Wicaksono, 2021). Ketiga, upaya dalam mengurangi politik identitas di Indonesia, seperti politik identitas dan resolusi konflik transformatif (Puwanto, 2015), Keempat adalah melihat efektivitas politik identitas pada pemilu 2019 (Fernandes, 2018). 

Pada penelitian ini, penulis mengangkat judul peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas pada pemilu 2024. Karena tokoh agama mempunyai modal sosial dalam menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat seperti kharisma dan kekuatan personal, memiliki jamaah sebagai berbagi pengetahuan dan sebagai landasan spiritual. 

Landasan Teori

Politik identitas adalah penggunaan identitas diri seperti ras atau agama sebagai landasan dalam berpolitik, misalnya seorang politisi yang berasal dari Jawa akan meyakinkan orang-orang yang juga berasal dari Jawa untuk memilihnya karena asosiasi dari identitas yang sama (Sitepu, 2019). 

Penggunaan politik identitas dalam demokrasi untuk meraih suara suara atau dukungan secara kilat dan cepat. Hal ini dapat menjadikan kontroversi dalam kehidupan sosial dan dapat menimbulkan gesekan antara pro dan yang kontra di masyarakat, dalam iklim demokrasi ini tidak menonjolkan pada adu gagasan namun pada identitas yang berpotensi akan menghasilkan pemimpin yang tidak menonjolkan pada program untuk memperbaiki kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Inilah mengapa keberadaan politik identitas menjadi isu negatif pada pemilihan umum 2024, yang menjadi isu negatif bukan karena identitas yang mengarah pada konstruksi yang menentukan posisi kepentingan dalam politik, namun identitas yang mengacu pada pengorganisasian identitas baik identitas agama maupun identitas ras sebagai sarana politik. 

Al-Farisi (2018) mengatakan bahwa identitas sebagai politik pada dasarnya tidak masalah, karena itu bagian dari realita dari mana kita berasal, yang menjadi masalah adalah saat identitas di amplifikasi, dimanipulasi untuk target-target politik sembari membenturkan dengan identitas lawan. Padahal pluralitas atau kemajemukan dalam kehidupan kita tidak dapat dihindari. Kita juga tidak hidup dalam logika zero sum, bila yang satu menang maka yang lain kalah sebagaimana apa itu politik terbuka. Hal yang paling berbahaya adalah politik identitas bisa mengesampingkan rasionalitas, dari hal ini akan banyak sekali rentetan akibatnya, bisa kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang sekadar populis.

Oleh karena itu, menurut Amy Gutmann dalam Ahnaf (2018) ada tiga jenis politik identitas dalam demokrasi, yaitu beradab (good), berbahaya (bad), dan tidak baik (ugly). 

· Politik identitas beradab (good) yaitu menyajikan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan (civic) dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain. Sehingga keberadaanya mempunyai peran positif dalam demokrasi.

· Politik identitas berbahaya (ugly) yaitu mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, mengampanyekan diskriminasi, dan menekankan cara pandang antagonistis terhadap kelompok identitas lain, apalagi sampai melegitimasi kekerasan. Politik identitas ini berbahaya jika dilakukan dengan membangun narasi perbedaan primordial atau rasial antar kubu dalam kontestasi politik. Retorika-retorika politik yang menggambarkan pertarungan politik dengan merujuk pada perang agama, dengan menarasikan musuh dalam label-label negatif keagamaan atau rasial. Sehingga politik identitas ini  mempunyai peran negatif dalam demokrasi.

· Politik identitas tidak baik (bad) yaitu tidak secara aktif mempromosikan kesadaran publik yang positif, tetapi minimal tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan wacana permusuhan dan melegitimasi kekerasan antar kelompok identitas. 
Jika merujuk pada undang-undang pemilihan umum (pemilu) nomor 7 tahun 2017, politik identitas tidak dijelaskan secara tegas mulai dari bentuk, kreteria dan sanksinya. Sehingga keberadaannya menjadi kompleks. Bahkan badan pengawas pemilu (Bawaslu) mengatakan bahwa pasal yang diatur dalam undang-undang pemilu adalah tentang kampanye yang dilarang, misalnya menghasut, adu domba, atau kekerasan. Adapun politik identitas tidak terangkan secara jelas (Habibi, 2022).

Salah satu contoh Peraturan KPU (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum poin c yaitu larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain; pada poin d yaitu larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Sehingga perlu penguatan undang-undang pemilihan umum (PEMILU) dengan memberikan makna dan penjelasan secara rinci secara jelas tentang politik identitas. Sehingga ketika mau menggandeng tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas ada gambaran dan mengetahui politik identitas itu apa, kreterianya seperti apa dan sanksinya.

Tidak diaturnya politik identitas secara jelas selalu menjadi perdebatan di masyarakat. Ketika ada pihak yang diduga melakukan praktik tersebut. Hampir dari beberapa kasus yang diadukan, tidak ada sanksi yang dikenakan pada terlapor. Hal ini yang akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu yang akan datang pada 2024 dalam upaya mencegah praktik politik identitas. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melibatkan tokoh penting yang dapat mengurangi atau mencegah dari praktik politik identitas. Salah satunya adalah melalui peran tokoh agama, ada beberapa alasan mengapa tokoh agama mempunyai peran dalam mencegah praktik politik identitas. Salah satunya modal sosial, modal sosial yang dimiliki oleh tokoh agama adalah pertama kharisma dan kekuatan personal. 

Menurut pemikiran Webber dalam (Adi Pradana, 2020) bahwa tokoh agama sebagai pemimpin kharismatik yang memiliki kekuatan personal. Kharisma dan kekuatan personal itulah yang menjadi daya tarik aktor politik. Kharisma dan kekuatan personal yang dimiliki oleh tokoh agama tidak dimiliki oleh tokoh lain, sekalipun politisi yang sudah memiliki kendaraan politik dalam menjadikannya sebagai politisi.

Kedua, memiliki jamaah sebagai tempat berbagi informasi dan pengetahuan. Menurut Ihsan & Nurhayati (2020) bahwa tokoh agama adalah mereka yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang agama dan memiliki jamaah sebagai tempat berbagi informasi dan pengetahuan sehingga membentuk kesadaran kolektif yang menentukan terhadap corak kehidupan masyarakat. 

Ketiga, landasan spiritual, moral dan etika. Menurut Umami (2018 ) bahwa pada dasarnya tokoh agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai yang harus dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab hal itulah, tokoh agama mempunyai peran dalam menjaga harmonisasi sosial di masyarakat melalui modal sosial tersebut.

Peran tokoh agama menjadi menarik dilihat karena faktanya gerakan sosial yang berlangsung di Indonesia, khususnya di Jakarta sebagai ibu kota negara memunculkan tokoh-tokoh penting yang mampu menggerakkan massa dalam beragam aktivitas, mulai dari kegiatan sosial-budaya seperti pengajian sampai politik jalanan yang menjadi influenser bagi tumbuhnya opini dan aksi yang sejenis (Ihsan & Nurhayati, 2020).

Menurut Sastra Wingarta, Helmy, Hartono, Mertadana, & Wicaksono (2021) bahwa melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sepenuhnya belum melek politik dan hukum dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia, di sisi yang lain politik identitas berdasarkan ras juga digunakan kelompok separatis untuk kepentingan memerdekakan diri dari pangkuan Republik Indonesia.
Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui  peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024, dimana jawaban penelitian ini membutuhkan kajian dan analisis yang relevansinya dengan metode kualitatif. Menjawab penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif yang dimulai dari pengertian-pengertian dan fakta-fakta, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah review jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Kemudian sumber lainnya dari daring yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan seperti bawaslu, crcs ugm dan lainnya. Sehingga penelitian ini mempunyai basis analisis yang kuat.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi isi, dimana peneliti menelaah setiap sumber data yang diambil dan menganalisis korelasi dengan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan valid dan dapat menjadi alternatif bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap penyelesaian politik identitas.

Hasil dan Pembahasan

Pencegahan praktik politik identitas pada pelaksanaan pemilihan umum 2024 dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dalam upaya menjaga harmonisasi sosial di masyarakat. Melalui modal sosial yang dimiliki seperti kharisma dan kekuatan personal, tokoh agama juga memiliki jamaah sebagai berbagi pengetahuan dan sebagai landasan spiritual. 

Hartoyo (2022) mengatakan bahwa tokoh agama yang merupakan bagian dari tokoh masyarakat berfungsi sebagai salah satu aktor utama yang dapat memelihara harmoni sosial. Sehingga eksistensinya berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat setempat karena mereka mendapat legitimasi masyarakat setempat sebagai tokoh informal.

Pertama, tokoh agama yang memiliki jamaah sebagai berbagi pengetahuan dapat memberikan pemahaman yang benar dalam kehidupan masyarakat dapat menumbuhkan rasa saling menghormati, menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki ragam budaya, etnis, agama yang perlu dijaga, dan tidak untuk dijadikan alat yang sifatnya sementara yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian. Karena perbedaan tidak untuk diperdebatkan namun untuk direkatkan antara satu sama lain agar terjalin kerukunan.

Menurut Ihsan & Nurhayati (2020) bahwa keberadaan tokoh agama akan memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap terbentuknya pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat, karena keberadaanya dianggap representasi dalam keagamaan. Indikator sosial dari pengaruh tokoh agama adalah pada lembaga pendidikan yang diasuhnya secara intens sehingga tergambar arah pemahaman, sikap, dan perilaku para anak asuh atau santrinya.

Kedua, tokoh agama yang memiliki kharisma dan kekuatan personal dapat membangun harmonisasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu Hartoyo (2022) mengatakan bahwa pada satu sisi, para tokoh masyarakat seperti tokoh agama berperan dalam menciptakan konflik, dan pada sisi lain berperan dalam mencegah konflik dan dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu Para tokoh masyarakat dapat berperan ganda yang berbeda secara diametral, yakni dalam menciptakan harmoni dan disharmoni sosial.

Ketiga, tokoh agama sebagai landasan spiritual. Salah satu peran yang dapat dilakukan adalah membangun moral dan etika dalam hidup dan kehidupan masyarakat melalui nilai-nilai agama. Sehingga masyarakat dapat menghormati, tegang rasa dan tepo slero antara satu sama lain. Menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di Indonesia.

Penyelenggara pemilihan umum dan pihak terkait perlu melakukan kerja sama dengan tokoh agama agar dalam penyelenggaraan even demokrasi berjalan dengan baik. Sehingga tokoh agama dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dalam upaya mencegah praktik politik identitas pada pemilu 2024. Selain itu agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang dapat memainkan isu agama, ras dan lainnya. 

Praktik politik identitas perlu ditangani dengan baik, karena identitas berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat dapat melakukan sesuatu dengan kepercayaannya. Hal ini yang dapat memicu perselisihan, misalnya anjuran memilih pemimpin yang sesuai dengan ajarannya atau karena labelitas lainnya. Padahal konstitusi negara Indonesia adalah pancasila yang merangkul segala golongan dan dapat berkontestasi dan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 2024.

Karena alasan itulah salah satu upaya mencegah praktik politik identitas adalah melalui peran tokoh agama, di mana dalam suatu daerah yang terbentuk dari berbagai lapisan masyarakat yang berasal dari berbagai etnis, budaya, agama dan lainnya. Komisi pemilihan umum dan pihak terkait perlu melakukan kerjasama dengan tokoh agama setempat untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Mubarok (2018) mengatakan bahwa politik identitas harus dikelola sedemikan rupa.  Salah satunya dengan memperkuat daya tahan masyarakat dari serangan provokasi melalui kohesi kohesi sosial sebagai jalan keluarnya. Kohesi sosial mengandung empat unsur: Keterlibatan struktural, keterlibatan asosiasi, keterlibatan kegiatan sehari-hari, dan keterlibatan simbolik atau kebudayaan. 

Sehingga pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun 2024 berjalan dengan baik. Fernandes (2018) mengatakan bahwa pada pemilu presiden pada pemilu 2019, politik identitas secara elektoral tidak mempunyai efek yang besar karena pemilih di Indonesia pada dasarnya moderat dan pilihan dalam pemilu dipengaruhi oleh kualitas personal dan kinerja calon dibandingkan dorongan politik keagamaan.

Praktik politik identitas tidak sehat dalam demokrasi. Karena politisasi identitas berpotensi mengalihkan persoalan politik substansial seperti program pemerintah dan kepentingan publik. Pada bidang ekonomi, kegaduhan politik yang melibatkan massa akan mengurangi kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pertentangan politik berdasarkan identitas dapat merusak modal sosial dan menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan pencapaian terbaiknya (Herdiansah, 2017).

Kesimpulan

Tokoh agama mempunyai peran dalam menjaga harmonisasi sosial di masyarakat dalam mencegah praktik politik identitas pada pelaksanaan pemilihan umum 2024. Pertama, tokoh agama yang memiliki jamaah dalam berbagi pengetahuan, memberikan pemahaman yang benar dalam kehidupan masyarakat dapat menumbuhkan rasa saling menghormati, menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di Indonesia. Kedua, tokoh agama yang memiliki kharisma dan kekuatan personal dapat membangun harmonisasi sosial di masyarakat. Ketiga, tokoh agama sebagai landasan spiritual. Salah satu perannya adalah membangun moral dan etika dalam kehidupan masyarakat melalui nilai-nilai agama.

Karena posisinya sebagai tokoh agama memiliki legitimasi dari masyarakat maka dapat mempengaruhi dinamika kehidupan sosial. Keberadaannya dapat memperkuat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat untuk menghindari praktik politik praktis seperti politik identitas. Pemberian pemahaman yang benar dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi langkah preventif dalam menghindari praktik politik identitas. Sehingga masyarakat tidak mudah dimanfaatkan atau memanfaatkan isu identitas agama, ras dan lainnya untuk permainan politik. Dengan demikian dapat mempunyai daya tahan dalam pemahaman, sikap yang baik dan menjunjung tinggi persaudaraan dalam kemanusiaan dan kebangsaan.

Saran  

Komisi pemilihan umum dan pihak terkait perlu melakukan kerjasama dengan tokoh agama setempat untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum 2024 sebagai upaya dalam menghindari praktik politik identitas. Sehingga yang dikedepankan adalah adu gagasan dalam masalah ekonomi, pendidikan, hukum, pengangguran dan persoalan lainnya yang perlu dipecahkan oleh calon pemimpin bangsa. Harapannya dapat memiliki calon pemimpin bangsa yang berkualitas.

Kedepannya juga perlu adanya undang-undang pemilihan umum yang mengatur secara tegas tentang politik identitas dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ini. Sehingga tidak hanya mengatur tentang larangan kampanye pemilihan umum, tetapi juga perlu penegasan dalam politik identitas serta sanksi yang dapat kenakan. Karena politik identitas selalu muncul pada momen-momen politik.
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